BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai analisis pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006
sampai tahun 2015 cenderung mengalami penurunan dengan persentase
rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 12.079 %.

Perkembangan dana alokasi umum di Kabupaten Padang Pariaman dari
tahun 2006 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, dimana rata-rata dana alokasi umum adalah sebesar Rp.
497.648.796.900,00.

Perkembangan dana alokasi khusus di Kabupaten Padang Pariaman dari
tahun 2006 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Rata-rata dana alokasi khusus sebesar Rp. 70.772.634.000,00.
Perkembangan dana bagi hasil di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun
2006 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-
rata dana alokasi khusus sebesar Rp. 18.204.849.810,00.

Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan dimana kenaikan 1 % dana alokasi umum akan menurunkan

kemiskinan sebesar 3,349%.
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6)

7)

Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.

Dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan dimana 1 % kenaikan dana bagi hasil akan menurunkan

tingkat kemiskinan sebesar 2,605%.

6.2. Saran

1)

2)

3)

4)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hendaknya memprioritaskan
penggunaan DAU dan DBH untuk program pemberdayaan masyarakat
karena semakin tinggi DAU dan DBH yang diterima pemerintah daerah
maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

Pemerintah daerah hendaknya menyadari bahwa desentralisasi fiskal
bertujuan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga akses
dalam mendapatkan pelayanan dasar semakin luas. Maka pemerintah
daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyediakan
kebutuhan pelayanan dasar tersebut.

Perlu adanya pengawasan yang lebih teliti dari pemerintah pusat terhadap
berlangsungnya desentralisasi fiskal. Sehingga dengan pengawasan
tersebut proses pembangunan didaerah menjadi lebih terjamin dan
terhindar dari penyimpangan, kemudian pada akhirnya mampu
mengurangi tingkat kemiskinan.

Hendaknya dengan adanya desentralisasi fiskal, mampu menjadikan
daerah Kab. Padang Pariaman menjadi lebih mandiri dan mengurangi

ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat.
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5) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti bagaimana
pengaruh belanja pegawai terhadap keimiskinan di Kabupten Padang
Pariaman serta bagaimana DAK dapat meningkatkan kemiskinan di Kab.

Padang Pariaman.
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